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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

LEMBARAN DAERAH

KOTA METRO
TAHUN 2012 Nomor 7

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012

Menimbang

Mengingat

o

TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

bahwa ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku mulai tanggal 1 Januari Tahun
2014;

bahwa dengan felah disiapkan aspek Sumber Daya Manusia, Standar
Operasional Pelayanan, sarana dan prasarana serfa SOTK untuk
penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Pemerintah Daerah
memandang perlu mempercepat pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
menjadi urusan Pemerintah Kota Metro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Il
Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur dan Kotamadya Dati Il Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali ferakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
694);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 106);.
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Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03 , Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku
mulai 1 Januari 2013.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal®g Jun/ 2012

/ WALIKOTA METRO, 7/

LUKMAN HAKIM \

Diundangkan di Metro -
pada tanggal &9 fumi 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMORO&



Metra, Junmi 2012
Nomor : 973/ /D-9/02/2012 Kepada Yth,
Lampiran  : - 1. Bapak Menteri Keuangan
Perihal : Pemberitahuan 2. Bapak Menteri Dalam Negeri
Pengalihan PBB- P2 di -
Sebagai Pajak Daerah Jakarta

Dengan hormat,
Dasar :

L.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah.

. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 07 Tahun 2012;

Memperhatikan hal tersebut maka untuk tahapan persiapan Pengalihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) sebagai Pajak
Daerah, kami sampaikan :

Tembusan Yth :

Bahwa Rencana Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, untuk
Pemerintah Daerah Kota Metro akan  dilaksanakan Per 1
Januari 2013.

Berkaitan dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Tugas dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah yang telah kami persiapkan adalah :

- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 07 Tahun 2012 yang telah diundangkan pada tanggal 27
Juni 2012.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

/ WALIKOTA METRO, /i

g
P

. LUKMAN HAKIM

1. Bapak Gubernur Lampung
Cqg. Kepala Dispenda Propinsi Lampung
2. 8dr. Ketua DPRD Kota Metro
3. 8dr. Ka.Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
4, Sdr. Kepala KPP Pratama Metro

5. Arsip

JI. AH. NASUTION No. 3 KOTA METRO
Telepon (0725) 41700 Faksimili (0725) 49500
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LEMBARAN DAERAH

KOTA METRO
TAHUN 2012 Nomor 7

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012

Menimbang

Mengingat

B

TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

bahwa ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku mulai tanggal 1 Januari Tahun
2014;

bahwa dengan telah disiapkan aspek Sumber Daya Manusia, Standar
Operasional Pelayanan, sarana dan prasarana serta SOTK untuk
penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Pemerintah Daerah
memandang perlu mempercepat pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
menjadi urusan Pemerintah Kota Metro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah:

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1897 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Il
Way Kanan, Kabupaten Dati I Lampung Timur dan Kotamadya Dati 1| Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3825);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
694);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 106);.
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Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03 , Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku

mulai 1 Januari 2013.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggalfg Jun.' 2012

/ WALIKOTA METRO, ﬁ

LUKMAN HAKIM \

Diundangkan di Metra .
pada tanggal 9 pon 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

AN

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR....0C.........
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GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 Juni 2012

Nomor : 188.342/ 302 /03/2012 Kepada
Sifar - : Penting Yth. MENTERI KEUANGAN RI
Lampiran : 1 (satu) berkas Up. Direktur Jenderal Perimbangan
Hal ¢ Evaluasi Raperda Kota Metro Keuangan
4 di-
‘ JAKARTA

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajok Daerah dan Retribusi Daerah sebelum
ditetapkan menjadi Peraturan Daersh dixoordinasikan terlebih dahuly dengan
Menteri Keuangan. ,

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana maksud dj atas, bersama ini
disampaikan Rancangan Peraruran Daerah Kota Metro tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Dacrah.

Bahwa mengingat perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah

Kota Metro Nomor 02 Tahua 2012 tentang Pajak Daerah hanya terhadap pasal

yang mengatur tentang mulai berlakunya secara efektif mengenai Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vaitu Pasal 89 dari semula belaku mulai |

. Januari 2014 diubah menjadi mulaj 1 Januari 2013, maka kami berpendapat
Rancangan Peratuwran Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun demikian kami mohon pendapat dan

tanggapan Menieri Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud,

Dan hasil evaluasi kami atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagaimana

terlampir.
Demikian untuk maklum, dan atas perhatian serta kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
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